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BAB III  
PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

3.1 Bidang Kerja 

 

Divisi Keuangan dan Administrasi (Proyek KSO) adalah divisi yang 

bertanggung jawab atas pengolahan keuangan yang terjadi demi 

keberlangsungan pembangunan proyek, untuk jobdesc praktikan yang jelas 

adalah seperti berikut: 

 

1. Melakukan Monitoring Hutang tagihan dari awal dokumen tagihan 

diberikan oleh vendor sampai dengan pembayaran 

2. Melakukan revisi atas dokumen tagihan yang memiliki kekeliruan dalam 

nominal atau redaksinya. 

3. Melakukan rekonsiliasi atas pajak masukan tagihan yang sudah closed 

4. Melakukan Uji Arus Kas dan Arus Barang. 

 

Divisi Keuangan dan Administrasi di proyek berbeda dengan yang ad 

dipusat. Salah satu ciri-cirinya adalah lingkup kerja yang lebih terfokus dan kecil. 

Divisi dengan jumlah anggota yang kecil ini justru penting dalam keberlangsungan 

proyek, seperti lebih efektifnya komunikasi karena jumlah perpindahan informasi 

yang lebih pendek meminimalisir miskomunikasi dan lebih keterlibatannya tiap 

anggota dalam pekerjaan keuangan proyek sehingga tidak ada yang kerjaan per 

individu cepat selasai dalam satu hari.  

 

Selain tugas keuangan proyek, Divisi Keuangan dan Administrasi juga 

memiliki tanggung jawab atas umum dan OB. Divisi Keuangan dan Administrasi 

bertugas untuk memberikan uang harian, instruksi dan juga melakukan rekapan 

pengualaran oprasional kantor. Contohnya Ketika ada tamu-tamu penting yang 

datang untuk mengunjungi proyek dan makan siang/malam pekerja lapangan 

maupun kantor. Divisi Administrasi dan Keuangan Ini memiliki kewajiban untuk 

memandu dan memimpin apabila apabila ada kegiatan-kegiatan pentinng di 
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proyek. Contohnya adalah Ketika saya dijadikan salah satu panitia di acara 17an 

hari kemerdekan Indonesia. Salah satu pekerjaan rutinnya yaitu Sweeping 

kebersihan tiap pagi secara rutin 

 

3.2 Pelaksanaan Kerja  

 

Di hari pertama saya mulai magang pada tanggal 1 Juli 2024 saya datang 

Ke PT Jaya Kontruksi Manggala pratama untuk mendapatkan pembekalan terlebih 

dahulu sebelum berangkat ke Lokasi proyek SPAM REGIONAL JATILUHUR yang 

berlokasi di Bekasi timur. Dalam pembekalan  itu saya dijelaskan tentang 

peraturan-praturan yang berlaku di kantor, pengisian formulir pegawai baru, dan 

jabatan-jabatan Dimana praktikan akan ditempatkan. Pembekalan ini selesai di 

jam 2 siang dan setelah itu saya langsung dikirim ke proyek.  

 

Setelah saya sampai di kantor proyek saya langsung disambut oleh oleh 

Pak Martha yang merupakan Deputi Manajer Proyek dan juga berasal dari PT Jaya 

Kontruksi Manggala Pratama. Sebelumnya, dikarenakan proyek ini dijalani oleh 

KSO antara PT Wijaya Karya dan PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama, maka 

dalam kantor ini tercampur pegawai yang berasal dari kedua Perusahaan tersebut. 

Setelah kami tiba dikantor proyek, kami langsung dibekali dasar-dasar tentang 

kantor proyek, seperti divisi-divisi yang ada, culture kantor, kegiatan rutin kantorm, 

dan pengenalan dari tiap ketua-ketua divisi, apa yang aja dan juga kita juga 

melakukan pengisian formulir pegawai baru juga.  

 

Di hari kedua saya melakukan perkenalan diri di kegiatan rutin Sharring 

session yang dilaksanakan tiap pagi hari kerja. Setelah itu saya lang su ng 

ditempatkan di ruangan Keuangan dan Administrasi dan diantar ke meja kerja 

saya. Di minggu pertama, saya diperjelaskan oleh mentor saya bahwa saya akan 

diberi tugas dan kewajiban untuk mebuat laporan Arus Kas dan Arus Barang dari 

tahun 2021 sampai dengan 2024 yang nantinya laporan ini akan diberikan kepada 

Kantor Pelayanan Pajak untuk dilakukan Restitusi.  

 

Restitusi pajak adalah sebuah pengajuan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk 

meminta pengembalian sejumlah uang atas status lebih bayar dalam pelaporan 



   

 

22 
 

dan penyetoran PPn atau PPnBm. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti 

dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah 

tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai 

sasaran kebutuhan pembangunan, antara Iain untuk meningkatkan penerimaan 

negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.  

 

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga 

atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai 

adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara 

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 

 

Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, 

pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan 

pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk 

menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan 

pembangunan, antara Iain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong 

ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. 

 

Objek pajak pertambahan nilai (PPN) mencakup berbagai jenis barang dan 

jasa yang diperdagangkan di dalam wilayah negara, termasuk barang kena pajak 

(BKP) seperti makanan, pakaian, dan kendaraan, serta jasa kena pajak (JKP) 

seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selain itu, PPN juga 

dikenakan pada kegiatan ekspor barang dan jasa yang memenuhi syarat tertentu, 

serta transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengusaha. Namun, ada beberapa 

pengecualian, di mana barang atau jasa tertentu dibebaskan dari PPN, seperti 

layanan pendidikan dan kesehatan tertentu, serta barang kebutuhan pokok. PPN 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan 

pertambahan nilai akan dikenakan pajak, memberikan kontribusi pada pendapatan 

negara. 

 

Status lebih bayar dalam pelaporan SPT PPn yang saya sudah sebut 

sebelumnya dapat terjadi Ketika PPn Masukan lebih besar dari pada PPn 

keluaran. PPN masukan dan PPN keluaran adalah dua jenis pajak yang berkaitan 
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dengan transaksi perpajakan dalam sistem pajak pertambahan nilai. PPN 

masukan adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak saat membeli barang atau 

jasa yang dikenakan PPN, dan dapat dikreditkan atau dikurangi dari PPN yang 

terutang. Sementara itu, PPN keluaran adalah pajak yang dikenakan oleh wajib 

pajak pada saat menjual barang atau jasa kepada konsumen, yang harus 

disetorkan ke pemerintah. Dengan kata lain, PPN masukan berfungsi sebagai 

pajak yang "masuk" ke dalam perhitungan pajak, sedangkan PPN keluaran 

merupakan pajak yang "keluar" dari penjualan dan menjadi kewajiban untuk 

dibayarkan kepada otoritas pajak.  

 

Mengetahui WIKA-JAYA KONTRUKSI KSO adalah sebuah kontraktor 

yang sedang membangun sebuah proyek yang dimana akan banyak terjadinya 

transaksi dengan vendor-vendor atas pengadaan dan pekerjaan-pekerjaan, maka 

dapat diambil Kesimpulan kita akan lebih banyak membeli daripada menjual yang 

mengartikan lebih banyak pajak masukan daripada pajak keluaran sehingga 

potensi dapat diajukan restitusi lebih tinggi. 

 

Sebelum pengajuan restitusi, entitas harus menyiapkan beberapa hal-hal 

penting yaitu dokumen-dokume tagihan yang membuktikan keabsahan transaksi 

tersebut, karena apabila sudah diajukan dan ada tagihan yang memiliki 

kejanggalan dan entitas tidak bisa melampirkan dokumen yang terkait, maka 

entitas akan terkena sanksi yang pastinya akan merugikan dalam segi keuangan. 

Beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah seperti Invoice, Kwitansi, 

Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara Opname Pekerjaan (BAOP), Faktur 

Pajak, Time Sheet/Surat Jalan, Berita acara Peneriman barang, dan yang paling 

penting adalah kontrak antara entitas dan vendor-vendornya. 

 

Dalam magang ini, pada dasarnya saya diberi tugas untuk mempersiapkan 

alat-alat pendukung agar restitusi yang nanti akan diajukan pada akhir tahun dapat 

berhasil 100%. Banyak hal juga hal yang menjadi jobdesc saya selama magang, 

namun yang berhubungan dengan retitusi ini ada dua yaitu Monitoring tagihan dan 

Arus Kas dan Arus Barang. 
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3.2.1 Monitoring Hutang/Account Receivable Tagihan Pembeliat 

Bahan/Jasa Pembangunan. 

 

Monitoring Hutang adalah kegiatan yang dilakukan setelah divisi 

pengadaan dan komersial telah melakukan kontrak dengan vendor. Monitoring 

Hutang Ini dilakukan dengan mengimput unsur-unsur penting dari sebuah tagihan 

vendor, contohnya seperti nomor kontrak beserta nilaiya, nomor invoice, nomor 

faktur pajak, DLL. Monitoring hutang ini ada beberapa tahap, yaitu seperti berikut: 

 

a. Upload Tagihan 

 

Ketika Divisi Penggadaan dan Komersial sudah berhasil membuat 

kontrak dengan vendor, Divisi Admnistrsi dan Keuangan akan diinfokan 

oleh Divisi pengadaan tentang kontrak yang telah dibuat dan akan dikirim 

kan kontak PIC dari tim keuangan vendor tersebut. Lalu Tim Divisis 

Keuangan dan Administrasi akan memberikan template BAP dan BAOP 

dan mengirimkan link Google Form yang berisikan tempat upload beberapa 

dokumen tagihan awal seperti Invoice, Kwitansi, Faktur Pajak, Berita Acara 

Pembayaran, Berita Acara Opname Pekerjaan, Surat Jalan/Time Sheet, 

dan kontrak. Sebelumnya ada 2 jenis kontrak yang dimana  satu lebeih 

dijadikan prioritas dari yang lain, yaitu CBD (Cash Before Deliverence) dan 

DBC (Deliverence Before Cash). Cash Before Deliverence adalah dimana 

pembayaran harus dilakukan sebelum pengiriman barang atau pekerjaan 

jasa dilakukan, yang dimana metode seperti ini di lingkup proyek menjadi 

prioritas karena kepentingan Pembangunan. Sebaliknya, Deliverence 

Before Cash barang/atau jasa akan datang terlebih dahulu sebelum 

pembayaran dilakukan. 

 

Setelah vendor melakukan upload tagihan, Google Form sudah 

didesaain sedemikian rupa agar tagihan yang di upload dapat langsung 

muncul di goole sheet Tagihan Upload, contohnya seperti berikut:  
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Gambar 3.1 Sheet Tagihan Upload 

Gambar 3.2 Sheet Tagihan Upload 
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Dari contoh diatas saya memiliki kewajiban untuk memeriksa tiap 

tagiahan dari tiap vendor dan memeriksa apakah ada kekeliruan dan ada 

yang perlu direvsi. Apabila memang ada yang perlu direvisi tugas saya 

adalah membuat draft Revis Dokumen Tagihan yang berisikan tentan 

Identitas tagihan seperti nomor kontrak, nomor Invoice, tanggal tagihan, 

revisi-revisi yang terjadi dan file revisinya. Contohnya aadalah seperti 

berikut: 

 

 

                  

 

Gambar 3.3 Sheet Tagihan Upload 

Gambar 3.4 Revisi Dokumen Tagihan 
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Setelah draft email diatas dibuat, draft tersebut akan dicek terlebih 

dahulu oleh mentor saya dan apabila di aprrove maka akan dikirim. Setelah 

draft itu terkirim akam ada dua jkemungkina hal yang terjadi, ada vendor 

yang membalas kiriman email tersebut dengan dokumen yang sudah 

direvisi atau tidak membalas email tersebut, outcome apapun yang terjadi 

saya diberikan tugas untuk menghubungi PIC dari vendor tersebut untuk 

mengirim dokumen tagihan asli ke kantor. Apabila salah satu perwakilan 

dari pihak vendor ada yang datang ke kantor dengan membawa dokumen 

tagihan, tugas saya adalah untuk menyambut orang yang bersangkutan 

dan mengecek apabila ada kekurangan dokumen sesuai dengan yang 

tertera di kontrak dan apabila ada revisian pada nomor dan angka yang 

tertera di dokumen tersebut. Apabila masi ada revisi yang harus 

diselesaikan maka terpaksa pihak yang bersangkutan akan kordinasikan 

Kembali untuk membenarkan terlebih dahulu revisian yang masi ada, 

apabila dokumen tagihan sudah bersih dari revisian, tugas saya 

selanjutnya adalah mengeprint lembar penerimaan dokumen yang 

berisikan apa saja dokumen yang ada dan lembar pengecekan/routing 

yang berisikan persetujuan dan pemberian ketetangan dari tiap divisi. 

Setelah kedua lembar itu sudah saya buat, maka akan saya satukan 

dengan dokumen tagihan yang terkait lalu dipasangkan clip binder. 

Setelah dokumen sudah rapih, dokumen tagihan tersebut akan 

saya akan saya berikan kepada staff divisi Pengadaan yang dimana  Divisi 

Gambar 3.5 Sheet Revisi Tagihan 
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Pengadaan akan bertugas untuk bertugas untuk mengecek BKP/JKP yang 

telah dilakukan atas kualitasnya yang juga akan dibantu oleh QC (Quality 

Control) dan QS (Quality Survey), apabila Divisi Pengadaan sudah 

Approve atas kualitas BKP/JKP, maka Ketua Divisi Penggadaan Akan 

menandatangani lembar dokumen BAOP (Berita Acara Opname 

Pekerjaan) yang juga nantinya juga akan mengirimkan dokumen tersebut 

ke Ketua Divisi Komersial untuk ditandatangani juga. Setelah itu dokumen 

akan dikembalikan kembali ke Divisi Keuangan dan aministrasi untuk 

diinput di sheet Monitoring Hutang seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Sheet Monitoring Hutang 

Gambar 3.7 Sheet Monitoring Hutang 
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Berdasarkan gambar-gambar diatas sheet monitoring hutang 

berisikan hal-hal seperti berikut: 

 

- Nomor-nomor kode memorial dan bank yang nantinya akan digunakan 

sebagai nama file atas hasil scan dokumen tagihan yang sudah 

dibayarkan dan selesai 

- Metode cara bayar,dalam proyek ini ada 3 cara pembayaran dalam 

tagihan vendor yaitu Konven, SCF, dan PMN. Pembayaran Konven 

atau konvensional adalah pembayaran menggunakan modal proyek 

atau investasi yang yang dikumpulkan untuk Pembangunan proyek, 

otorisasi pembayaran ini adalah tanda tangan Manager Proyek dan 

Gambar 3.8 Sheet Monitoring Hutang 

Gambar 3.9 Sheet Monitoring Hutang 
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Deputi Manager Proyek. Selanjutnya adalah metode pembayaran SCF, 

SCF atau Supply Chain Finnancing adalah pembayaran kepada vendor 

menggunakan uang Lembaga keuangan terlebih dahulu dan Ketika 

lunas kita memiliki kewajiban membayar ganti ke lembaga keuangan 

dengan tempo yang sudah ditentukan, metode ini dapat membantu 

pembayaran kepada vendor dengan waktu yang lebih cepat apabila 

tagihan yang dilakukan bersifat Urgent untuk pembanguna proyek. 

Metode pembayaran yang terakhir adalah PMN atau Peyertaan Modal 

Negara, mengetahui proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional 

Negara (PSN) dan yang juga di bangun oleh salah satu BUMN 

Indonesia yaitu PT Wijaya Karya Tbk maka proyek ini memiliki 

kemampuan mendanai proyek dengan uang negara. Namun 

pembayaran ini memiiliki sayarat-syarat otorisasi khusus, contonhya 

adalah dokumen-dokumen atas tagihan yang ingin menggunakan PMN 

harus lengkap sesuai dengan yang tertera dengan kontrak dan tidak 

boleh ada kekeliruan dikarenakan saat proyek ini selesai, proyek akan 

di audit oleh lembaga pemerintahan Badan Pemeriksa Keuangan   

untuk otorisasinya adalah tanda tangan dari komite manajemen dari 

kedua Perusahaan yaitu WIKA dan JAKON yang dimana pembayaran 

tagihan ini akan memakan waktu yang lumayan lama karena dokumen 

tagihan harus di routing ke kedua pusat kantor yang dimana WIKA 

berlokasi di Cawang dan JAKON berlokasi di Bintaro. 

- Unsur-unsur keuangan dalam sebuah tagihan. Unsur utama adalah 

dalama sebuah tagihan adalah DPP, DPP adalah harga dasar harga 

JKP/BKP sebelum dikenakan biaya-biaya lain. DPP ini adalah angka 

induk yang digunakan untuk kalkulasi-kalkulasi presentase yang terkait 

dalam tagihan tersebut. Selanjutnya adalah PPN atau Pajak 

Pertambahan Nilai. Tagihan dapat dikenakan PPN dan juga tidak, hal 

ini tergantung apakah Perusahaan tersebut sudah dikukuhkan sebagai 

Perusahaan Kena Pajak (PKP). Apabila perusahaan yang 

bersangkutan bukan PKP, maka dalam di=okumen tagihan harus 

dilampirkan surat Pernyataan Non PKP. Selanjutnya adalah tagihan ke 

berapa dan termin, ada beberapa tagihan yang tidak dibayarkan secara 

langsung 100% karena beberapa alasan seperti salah satunya adalah 
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karena nilai kontrak dari tagihan yang terkait berjumlah diatas 1 miliar 

rupiah dan tagihan yang berisikan perkerjaan yang sangat penting dan 

riskan dalam Pembangunan proyek. Retensi adalah sejumlah uang 

yang ditahan oleh pihak kita dari tiap pembayaran termin yang 

dibayarkan sebagai jaminan kualitas pekerjaan. Di WIKA-JAYA 

KONTRUKSI KSO retensi yang digunakan adalah 5% dari jumlah 

termin yang diabayarkan. Selanjutnya adalah pengenaan PPH 23/PPH 

Pasal 4 Ayat (2). Objek pajak dari PPH 23 adalah tagihan yang 

berisikan sewa alat dan jasa, sedangkan objek pajak PPH Pasal 4 Ayat 

(2) adalah jasa kontruksi yang presentasenya yang dikenakan juga 

bervariasi tergantung apakah Vendor tersebut merupakan perusahaan 

subkontraktor yang memiliki Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa 

Konstruksi (SBUJK) dan ukuran perusahaan tersebut.  

- Selanjutnya adalah jenis dari vendor tersebut seperti supplier, 

Subkontruksi, sewa alat, DLL. 

- Yang terakhir adalah posisi dokumen tagihan berada, hal ini sangat 

penting agar kitab isa mengtracking diamana tagihan itu berada dan 

kapan tagihan itu berpindah tangan. 

 

Setelah sudah diimput di monitoring hutang, tugas saya selanjutnya 

adalah mengeprint lembar verivikasi tagihan. Verivikasi tagihan ini 

berguana melihat jumlah tagihan yang terutang secara lebih mendasar dan 

jelas. Lembar verivikasi adalah seperti berikut:  
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Selanjutnya saya akan mengeprint lembar rincian apabila tagihan 

yang terkait bersifat termin. Rincian invoice berisikan isian invoice dari 

termin pertama dan paling terakhir. Contohnya seperti berikut 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Lembar Verivikasi Tagihan 

Gambar 3.11 Sheet Rincian Invoice 
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Rincian Invoive berguna untuk melihat berapa total hutang yang 

dimiliki KSO kepada vendor yang bersangkutan. Kedua lembar ini nanti 

akan dialampirkan pada dokumen tagihan. Setelah itu saya akan 

mengeprint dan melampirkan Lembar Kendali Berka Tagihan. 

 

 

            

 

Lembar ini akan saya lampirkan didepan dokumen tagihan lalu dokumen 

akan saya lakukan routing tanda tangan dari para kasi-kasi, Manajer Kontruksi, 

Deputi Manajer Proyek, dan Manajer Proyek. Setelah dokumen sudah lengkap 

tanda tangan, dokumen tagihan akan diberikan ke bagian General Affair untuk 

dilakukan scan yang nantiny6a akan diberikan ke kasir untuk dibayarkan. 

 

Gambar 3.12 Lembar Kendali Berkas 

Tagihan 
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3.2.2 Uji Arus Kas/Arus Barang Sebagai Alat Pemeriksaan Restitusi Pajak 

Di SPAM REGIONAL JATILUHUR 1 

 

Uji Arus Kas/Arus Barang adalah salah satu kegiatan/pekerjaan utama 

saya yang dimana kertas kerja/file dari Uji Arus Kas/Arus Barang akan digunakan 

sebagai metode pengecekan yang akan dilakukan oleh orang pajak untuk 

dilakukannya restitusi. Tiap dokumen tagihan yang memiliki pajak masukan wajib 

lengkap dan benar sebagai penentu bahwa lebih bayar layak dikembalikan oleh 

DJP. 

 

Gambar 2.15 Chart Alur Monitoring 

Hutang 
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya restitusi adalah situasi dimana 

wajib pajak mengajukan pengembalian sejumlah uang dari status  lebih bayar 

dalam sptnya. Lebih bayar terjadi dimana pajak masukan dimana wajib pajak 

membayar 11% dari DPP JKP/BKP yang dibeli dan sejumlah uang ini akan 

dilaporkan dan disetorkan oleh sang penjual lebih besar dari pada pajak keluaran 

yang dimana kita menagih 11% tersebut ke client dan wajib dilaprkan dan disetor. 

 

Setelah sebuah tagihan sudah diselesaikan dan telah discan oleh bagian 

umum, Langkah selanjutnya adalah mengimput dokumen-dokumen khusus ke Uji 

Arus Kas/Arus Barang. Cara kerja Uji Arus Kas/Arus Barang adalah mengimpun 

nomor-nomor dari dokumen yang dapat menjelaskan apakah transaksi uang 

sudah terjadi dan BKP/JKP sudah sampai ke Client. Beberapa dokumennya itu 

adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Dokumen-dokumen pertama adalah dokumen yang menggambarkan 

bahwa vendor sudah menagih ke kita atas BKP/JKP yang dipesan. 

Contoh dokumennya adalah Invoice, Kwitansi, dan Kontrak. Invoice 

atau Faktur Penjualan adalah dokumen yang berisikan rincian apa yang 

dibeli beserta harganya, total harga dari penjualan (DPP),Jumlah PPN 

yang dikenakan, dan nomor rekening dimana pembatyaran harus 

dilakukan, Kwitansi adalah dokumen yang berisikan total dari DPP dan 

PPN dan BKP/JKP, kwitansi digunakan sebagai bukti bahwa kita sudah 

membayar DPP beserta PPNnya. Dan yang terakhir adalah Kontrak, 

kontrak berisikan BKP/jkp yang dipesan oleh kita dan peraturan-

peraturan apa yang harus dipatuhi selama kontrak seperti tenor, 

Jaminan pelaksanaan, dan dokumen yang harus disiapkan sebelum 

dilakukannya pembayaran 

2. Dokumen-dokumen selanjutnya adalah yang menjelaskan rincian dan 

total dana yang cair untuk menyelesaikan tagihan yang terkait. 

Dokumen pendukung hal ini adalah Berita Acara Pembayaran (BAP). 

BAP berisikan rincian jumlah uang yang terhutan atas beberapa hal 

seperti DPP, PPN, Retensi, Uang Muka, Diskonto, dan PPH Final/PPH 

ayat 2 Pasal 4.  
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3. Dokumen-dokumen selanjutnya adalah yang menjelaskan bahwa 

JKP/BKP sudah dikirim, diterima, dan dicek kualitasnya, dokumen ini 

yaitu Surat Jalan/Time Sheet, Berita Acara Penerimaan Barang, Dan 

berita Acara Opname Pekerjaan. Surat Jalan/Time Sheet adalah surat 

yang dibuat oleh pihak vendor saat barang dikirim atau pekerjaan telah 

dilakukan sebagai bukti Bahwa BKP/JKP sudah dikirim dan dilakukan 

pada waktu yang terlampir. Selanjutnya adalah Berita Acara 

Penerimaan Barang (BAPB), BAPB adalah surat yang dikeluarkan oleh 

kita sebagai tanda bahwa pekerjaan sudah dilakukan atau barang telah 

diterima. Dokeumen selanjutnya adalah BAOP, BAOP adalah dokumen 

yang menyatakan bahwa BKP/JKP sudah dicekkualitasnya oleh pihak 

kita dan telah di setujui. 

4. Selanjutnya adalah dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa PPN 

telah dilaporkan dan disudah disetor. Beberapa dokumen tersebut 

adalah faktur pajak, bukti lapor/SPT, bukti transfer, bukti penerimaan 

negeri. Faktur Pajak adalah faktur yang harus diterbitkan oleh penjual 

JKP/BKP saat berhasil menjual barang tersebut, namun faktur ini bukan 

cara melaporkan, namun lebih ke bukti bahwa transaksi yang terkena 

PPN telah dilakukan. Selanjutnya adalah bukti potong/SPT, SPT ini 

adalah lembar yang membuktikan bahwa ppn sudah dilaporkan, yang 

dimana SPT ini akan berdasarkan Faktur Pajak yang telah dibuat. 

Selanjutnya adalah bukti transfer bank dan bukti penerimaan negara, 

kedua dokumen ini adalah bukti bahwa PPN yang terhutang sudah 

disetorkan kenegara, namun untuk bukti penerimaan negara sifatnya 

tidak terlalu wajib karna negara menerbitkan surat ini ke vendor, bukan 

kita karena yang menyetor adalah sang penjual. 
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Kertas kerja /file dari Uji Arus Kas dan Arus Barang Adalah seperti Berikut: 

 

 

    

 

 

Dari yang bisa dilihat dari gambar diatas, isi dari Uji Arus Kas dan Arus 

Barang adalah nomor-nomor dari tiap dokumen yang dibutuhkan untuk 

dilakukannya pengecekan retitusi. Langkah pertama adalah Ketika tagihan sudah 

Gambar 3.14 Sheet Uji Arus Kas/Barang 

Gambar 3.15 Sheet Uji Arus Kas/Barang 
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selesai (CLOSED), tugas saya adalah memasuki web Data Center WIKA JAYA 

KSO seperti berikut: 

 

Dari gambar diatas, tugas pertama saya adalah masuk mencari tagihan 

yang saya mau imput dengan mengidentifikasi kode memorial yang dibuat saat 

tagihan mau dimasukan kedalam monitoring tagihan. Setelah itu setelah 

menemukannya saya tinggal hanya mengeklik file tersebut yang nanti isinnya 

adalah hasil scannan tagihan yang dibuat oleh bagian GA lalu tugas saya adalah 

mengimput datanya ke Uji Arus Kas dan Arus Barang. Hal-hal yang saya imput 

contohnya badalah seperti nomor invoice, jumlah DPP, PPN, PPH, Nomer BAOP, 

DLL. 

 

Tugas saya selanjutnya adalah memilah dokumen yang hanya dibutuhkan 

saja dari file tersebut lalu membuat dokumen baru. Setelah itu saya memasukkan 

file tersebut ke Folder Drive Khusus lalu melkukan Linkin atas dokumen yang 

diupload lalu memasukkan link tersebut ke nomor seri faktur pajak yang telah 

diimput di Uji Arus Kas dan Arus Barang yang sesuai dengan tagihannya. Apabila 

dari file scan ada dokumen yang tidak lengkap, maka hal ini harus di notes dan di 

infokan ke bagian GA untuk dicarikan dokumen fisiknya di ruangan arsip 

keuangan. 

 

Hal ini dilakukan dari tagihan pertama sampai nanti tagihan terakhir saat 

proyek selesai. Setelah itu bisa dilakukan Restitusi Pajak. Proses restitusi pajak 

adalah seperti berikut: 
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Proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Wjaya Karya kebanyakan 

merupakan proyek yang ownernya adalah pemerintah dan BUMN (Pemungut 

PPN). Oleh sebab itu PPN Keluaran proyek di pungut langsung oleh owner yang 

bertindak sebagai Wapu. Sedangkan PPN Masukan yang terjadi setiap bulannya 

akan menjadikan laporan pajak di SPT proyek menjadi lebih bayar. Lebih bayar ini 

lah yang setiap bulannya dapat proyek mintakan restitusi/pengembalian nya 

dengan cara mencentang kolom “direstitusi” pada SPT PPN Masa lembar bagian 

II H e-SPT PPN. Atau dapat juga dengan membuat surat permohonan sendiri ke 

kantor pajak.   

 

Langkah selanjutnya adalah proses pemanggilan yang dilakukan oleh 

pemeriksa dari kantor pajak. KSO perlu mempersiapkan beberapa dokumen 

kelengkapan dan dokumen pendukung dalam poses pemanggilan tersebut. 

Setelah itu pemeriksa akan melakukan visit kantor untuk melakukan pemeriksaan 

yang lebih lanjut lagi. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

Gambar 3.16 Siklus Restitusi 
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mengolah data untuk menguji suatu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Setelah itu KPP akan menerbitkan SPHP. SPHP akan memuat rincian hasil 

pemeriksaan. Sebelum KPP menerbitkan SPHP, WP dapat berkomunikasi dengan 

pemeriksa melalui pra-SPHP. Jika WP merasa tidak puas dengan hasil yang 

tertera di SPHP maka WP dapat melakukan putusan banding, sebelum 

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.   

 

SKP diterbitkan oleh kantor pajak akan memuat berapa besarnya lebih 

bayar/kurang bayar kita setelah rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan. SKP 

harus diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama 12 bulan sejak surat 

permohonan diterima. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) menunjukan 

nilai Lebih Bayar setelah hasil pemeriksaan. Hanya saja nilai tersebut terkadang 

tidak sesuai dengan nilai lebih bayar yang diajukan WP. Oleh sebab itu WP 

memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Tetapi jika SKPLB tersebut telah 

disetujui WP maka nilai lebih bayar tersebutlah yang akan di transfer ke rekening 

WP. Tetapi sebelumnya SKPLB harus diperhitungkan dahulu dengan utang pajak. 

Dengan melakukan langkah berikutnya yakni pengajuan nomor rekening. Setelah 

itu DJP akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 

yang ditujukan kepada Bendaharan Negara. Transfer akan dilakukan oleh 

Bendahara Negara ke Rekening WP kurang lebih dalam waktu kurang lebih satu 

bulan sejak SKPLB diterbitkan. 

 

Saat melakukan restitusi ada beberapa mitigasi-mitigasi yang harus 

dikukan agar hasil restitusi bisa sesuai dengan harapan ada beberapa hal berikut: 

 

1. Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen  

 

Pemeriksaan fisik pasti dimulai dari dokumen transaksi. Dokumen 

transaksi adalah ujung tombak dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh 

KPP. Pastikan dokumen lengkap dan benar. Mulai dari nomor, jumlah 

rupiah yang tertera, sampai tanggal. Untuk itu verifikasi bukti merupakan 

hal yang harus dilakukan. Dan cara melakukannya juga harus berjenjang. 

Verifikasi bukti tidak hanya kewajiban bagian akuntansi. Tetapi semua di 

mulai dari pengadaan, keuangan, staf pajak, komersial, kasie keuangan 
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sampai project manager. Kesemua pihak yang terlibat tersebut merupakan 

bagian dari verifikator yang memastikan bahwa dokumen transaksi 

memiliki keabsahan dan kebenaran. Dalam prosedur SMW No WIKA-KEU-

PM 04.02 memuat dan mengatur beberapa dokumen kelengkapan 

transaksi di proyek baik kelengkapan bukti kas dan memorial. Selain itu 

bukti transaksi yang mngandung unsur PPN disalin dan diarsip tersendiri. 

Hal tersebut tentunya sebagai tindakan antisipatif apabila terjadi hal seperti 

kehilangan, kebakaran dll.  

 

2. Verifikasi Faktur Pajak Harus Benar  

 

Faktur pajak harus benar secara fisik dan substansial. Fakur Pajak 

yang diterima dari rekanan harus benar-benar memenuhi aspek 

kelengkapan sesuai UU PPN Pasal 13 ayat 5. Faktur Pajak keluaran juga 

harus benar. Terkait JO Agreement juga harus dipastikan bahwa nama 

penerima JKP/BKP adalah atas nama JO bukan atas nama member. 

Faktur pajak yang tertinggal masih bisa dilaporkan/dikreditkan sebelum 

melewati masa 3 bulan melalui SPT Pembetulan di bulan sesuai faktur 

pajak tersebut diterbitkan.  

 

3. Inventarisir SPT  

 

SPT PPN yang kita buat tentunya harus mencakup beberapa hal 

yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula kita juga harus 

memastikan bahwa PPN yang kita bayarkan ke vendor juga telah 

dilaporkan oleh vendor. Untuk itu kegiatan inventarisir SPT merupakan hal 

yang cukup penting dilakukan selama masa persiapan pemeriksaan 

restitusi. Penulis menyajikan usulan dalam melakukan inventarisir SPT 

PPN vendor dengan menggunakan Google Form. Penggunaan Google 

Form dapat lebih jelasnya dilihat pada subbab tersendiri pada makalah ini. 

Namun adakalanya SPT yang kita terima dibatalkan sepihak oleh vendor. 

Maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat klausul tersendiri di 

kontrak mengenai PPN. Selama ini kontrak tidak mengatur hal-hal khusus 

mengenai PPN. Mungkin hal yang bisa lebih dicermati adalah bila terjadi 
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adanya pembatalan faktur sepihak maka vendor dituntut untuk mengganti 

rugi senilai jumlah pembatalan tersebut. Komunikasi ke vendor harus lebih 

intensif, bahkan langkah ekstrim yang dapat diterapkan adalah dengan 

menahan pembayaran baik pembayaran pokok hutang (DPP) maupun 

pembayaran PPN nya. 

 

4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur  

 

Tim proyek harus mematuhi standar operasional prosedur WIKA 

(SMW) tentang perpajakan dan juga prosedur di proyek KSO. Perlu juga 

dibuat suatu standar operasional prosedur baru di proyek JO yang mana 

mengatur agar menghindari kompensasi atas lebih bayar per bulannya. 

Untuk proyek-proyek JO yang owner nya pemungut PPN. Sebaiknya lebih 

bayar yang terjadi tiap bulan tidak di kompensasi, melainkan direstitusi. Hal 

ini diakibatkan karena kompensasi justru menimbulkan adanya sanksi jika 

terdapat koreksi. Namun jika proyek sudah terlanjur meminta kompensasi 

maka rencana proaktifnya adalah dengan melakukan SPT Pembetulan dan 

memilih dilakukannya restitusi. Selain itu untuk beberapa proyek yang 

masih berstatus persiapan sebaiknya tidak mengajukan restitusi terlebih 

dahulu, dengan maksud jaga-jaga jika PPN yang kita kreditkan di koreksi 

oleh kantor pajak.  

 

5. Menjalin Komunikasi yang Baik  

 

Komunikasi yang baik dengan Rekanan dan Kantor Pajak. 

Komunikasi yang terjalin denga rekanan tentunya merupakan suatu 

langkah preventif yang penting. Faktur pajak yang salah dapat kita 

mintakan koreksi ke rekanan. Begitupula dokumen tagihan yang salah. 

Tentunya itu semua dapat terjalin dengan baik jika komunikasi kita kepada 

rekanan terjalin dengan baik pula. Komunikasi kepada pemeriksa pajak 

juga sangat penting, mengingat kita juga masih memiliki hak kita sebagai 

wajib pajak yang patut untuk dipenuhi. 

 

6. Memahami Undang-Undang Perpajakan  
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Tim proyek harus memahami betul Undang-Undang Perpajakan di 

Indonesia. Karena dalam beberapa hal pemeriksa menganut asumsi-

asumsi yang berbeda. Dengan memahami Undang-Undang yang berlaku, 

tim proyek tidak serta merta menaggapi hasil keputusan pemeriksa adalah 

final. Karena masih ada beberapa celah yang mungkin bisa di manfaatkan 

oleh tim proyek untuk menyanggah dan mengajukan keberatan asalkan 

semua itu telah termaktub dalam Undang-Undang Perpajakan. Maka 

sebab itu tim proyek wajib mempelajari Undang-Undang perpajakan yang 

berlaku. Beberapa kejadian seperti adanya owner yang meminta format 

faktur pajak yang tidak sesuai, dapat diantisipasi asalkan dari pihak tim 

proyek mengetahui aturan aturan perundangan yang berlaku dan 

menunjukkannya ke owner.  

 

7. Membuat Laporan Hasil Restitusi  

 

Membuat laporan atau review hasil restitusi. Tiap-tiap proyek JO 

disarankan perlu membuat suatu laporan hasil restitusi. Laporan ini dapat 

dibuat setelah kantor pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Fungsi 

dari laporan ini adalah dapat dijadikan buku petunjuk bagi proyek dalam 

langkah-langkah melakukan restitusi berikutnya. Agar prosedur restitusi 

berjalan dengan baik mengurangi resiko biaya dan sebagai upaya 

optimalisasi dalam rangka mengurangi koreksi kedepannya. 

 

3.3 Kendala Yang Dihadapi 

 

Salah satu kendala yang saya hadapi selama masa magang ini adalah 

komunikasi. Di sebuah kantor, terutama proyek yang dimana memiliki tujuan yang 

sama, komunikasi sangat penting tidak terjadi misskomunikasi yang dapat 

menyebabkan terhambatnya Pembangunan proyek. Di Divisi Keuangan dan 

Administrasi, komunikasi sangatlah penting agar tiap tagihan yang datang dapat 

melalui tahap yang sudah ditentukan agar tidak terjadinya keterlambatan dalam 

membayar vendor. 
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3.4 Cara Mengatasi Kendala 

 

Dalam mengatasi masalah yang saya hadapi, Langkah yang saya ambil 

adalah dengan memberanikan diri dan juga belajar cara komunikasi yang dapat 

dipahami oleh orang lain dengan cepat. Langkah dari Solusi yang saya ambil ini 

adalah dengan menyampaikan informasi langsung ke intinya tanpa menambahkan 

hal-hal diluar topik yang bisa membuat informasi ytang tersampaikan keliru. 

 

 

3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi 

 

Pembelajaran yang saya dapat dari magang ini adalah bahwa di dunia 

kerja sangat berbeda dari pada yang di kuliah, contohnya adalah seperti berikut: 

 

- Individu harus bisa beradaptasi dalam lingkungan baru. Hal ini sangat 

penting dipelajari saya agar saya bisa merasakan lingkungan kerja 

yang lebih nyaman yang dapat secara langsung meningkatkan kualitas 

pekerjaan 

- Saya mempelajari cara komunikasi sesama rekan kerja. Hal ini sangat 

pengting dalam saya pelajari agar menghindari terjadinya 

miskomunikasi yang dapat menyebakan kerugian secarawaktu dan 

finansial. 

- Saya mempelajari ketekunan atas tanggung jawab/tugas yang 

diberikan oleh atasan saya. Praktik mulai menumbuhkan rasa tanggung 

jawab dan kedisiplinan yang besar selama melakukan magang. 

- Saya mempelajari bahwa dengan saya siap membantu rekanan saya 

yang lain, disaat waktu diamana saya membutuhkan bantuan, mereka 

juga akan siap dalam membantu juga. 

- Saya mempelajari Praktik pekerjaan Finnance/keuangan. Saya 

mempelajari siklus dan monitoring tagihan. Beberapa unsur yang saya 

pelajari adalah verivikasi data, perhitungan matematika tagihan, 

pencatatan akuntansi, dan juga cara berkomunikasi dengan client. 

- Saya mempelajari praktik perpajakan. Saya mempelajari bahwa praktik 

perpajakan di sebuah perusahaan itu lebih kompleks karena daripada 
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mengikuti 100% dasar perpajakan yang sudah di publikasi namun ada 

beberpa peraturan-peraturan khusus yang diberikan oleh KPP diamana 

perusahaan itu terdaftar. Beberapa unsur yang saya pelajari adalah 

seperti peerbedaan Faktur Pajak tagihan pembayar 100 % dan termin, 

Pelaporan SPT PPH 23/Final, Pembuatan E-Billing, penyetoran pajak, 

revisian faktur pajak, pemindah bukuan, pengkreditan pajak, dan 

restitusi pajak. 

 

 

3.6 Perbandingan Antara Teori dan Praktik 

 

 Teori Praktik 

Kepatuhan Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntansi 

Secara teori, kepatuhan 

pajak lebih selalu dilakukan 

100% berdasarkan undang-

undang yang berlaku dan 

sudah dipublikasi. Terutama 

perusahaan sudah memiliki 

undang-undangnya 

tersendiri dalam melakukan 

perpajakan, seperti dalam 

melaporkan, menyetor, dan 

sanksi-sanksinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara praktik, perpajakan 

sebuah perusahan memang 

pasti menggunakan 

undang-undang yang 

berlaku, namun 

menggunakan undang-

undang sebagai satu-

satunya acuan dalam 

melakukan perpajakan 

merupakan hal yang salah, 

perusahaan juga 

menggunakan arahan-

arahan khusus/unik dari 

KPP diamana perusahaan 

tersebut dikukuhkan 

menjadi PKP. Hal ini juga 

sangat berguna untuk 

menghindari sanksi-sanksi. 
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Secara teori, akuntansi 

diajarkan dalam bentuk 

dasar seperti posting/jurnal, 

neraca, laba/rugi, arus kas, 

DLL, yang dimana 

semuanya memiliki template 

dan prosedur yang sama 

tegak lurus. 

 

Secara praktik, tiap 

perusahaan memiliki system 

akuntansinya tersendiri 

yang juga tidak selalu 

berbentuk tegak lurus 

karena dalam keuangan 

sebuah perusahaan akan 

selalu terjadi kekeliruan 

yang dimana terkadang 

prosedurnya terpaksa 

dibuat pararel agar tidak 

terjadi keterlambatan 

pembukuan tiap periodenya. 

 

  
Tabel 3.1 Perbandingan Teori dan Praktik 


